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ABSTRAK

Anak terlantar merupakan suatu kondisi dimana anak tidak
mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut
disebabkan karena orangtua lalai dan tidak peduli terhadap pemenuhan
kebutuhan anaknya. Akibatnya anak menjadi terlantar dan tidak terurus serta
jauh dari pengawasan keluarga. Fenomena keberadaan anak terlantar ini
banyak ditemui dijalan-jalan perkotaan, mereka mengemis dan mengamen
untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta
terdapat 5.128 anak terlantar yang terdaftar di BAPPEDA. Penanggulangan
anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol
PP untuk melakukan razia anak terlantar yang berada dijalanan, serta nantinya
akan dibina di Balai Rehabilitas Sosial dan Pengasuhan Anak. Dalam hukum
Islam memelihara kehidupan al-nafs anak terlantar merupakan suatu
kewajiban bagi kedua orangtua maupun negara. Terdapat dalam Qs. Al-
Maidah (5): 32 dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Penelantaran Anak pasal 20 yaitu Negara, Pmerintah hingga masyarakat
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif dan
sumber data yang digunakan adalah wawancara, dokumen-dokumen
kepustakaan, hukum Islam serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan-
peraturan dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori
Magqasid Asy-Syari’ah dan Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak
terlantar -sepenuhnya’ di tanggung oleh' pemerintah’ serta peran penting
orangtua dan masyarakat harus turut andil dalam melindungi dan memberi
perhatian khusus‘kepada anak terlantar.-Bentuk perlindungan dalam hukum
Islam merujuk kepada Imam As-Syatibi dengan Magasid Asy-SyarT’ahnya
yang dimana terdapat lima hak pokok pada manusia. Begitupun Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 2 perlindungan
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat.

Kata Kunci:Anak Terlantar, Hukum Islam,UU Nomor 35 Tahun 2014
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
tidak
) Alif tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ [ Te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
ha (dengan titik di
d ha’ h
bawah)
& kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
ol Sad $ es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di
ol Dad d
bawah)
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b ta’ t te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik
& za’ z .
dibawah)
I ‘ain ¢ koma terbalik di atas
2 Gain G Ge
o Fa F Ef
d Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam » ‘el
p Mim M ‘em
g Nun N ‘en
3 Waw W w
® ha’ H Ha
s Hamzah 2 Apostrof
¢ Ya Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
samia Ditulis mutaaddidah
S Ditulis ‘iddah
C. Ta Marbutah di-akhirkata
1. Bila dimatikan ditulis h
PN Ditulis Hikmah
i Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

RPN AR Ditulis karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah
ditulis t atau h.

il 383 Ditulis zakatul fitri

D. Vokal Pendek

A
T Fathah Ditulis
Jzd fa’ala
I
. Kasrah Ditulis _
Jzd Zukira
’ U
. Dammah Ditulis
Jzd Yazhabu
E. Vokal Panjang
fathah +alif Ditulis A
ANE ditulis fahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
(s ditulis yas'a
kasrah + ya’ mati ditulis 1
Al ditulis kartm
dammah + wawu mati ditulis a
gk ditulis furiid




F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati

fathah + wawu mati

XA

J5

Ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

Ai
bainakum
au

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

5
oot

?‘“ﬁ

Ditulis
ditulis

a'antum

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J), namun

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh-Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

ool
by

.

Ditulis
Ditulis

al-Qur'an

al-Qiyas

2. Bila ‘diikuti “huruf " Syamsiyah ditulis” dengan menggandakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

glad)
s o dy, “

Ditulis
Ditulis

as-sama

asy-syams

I.  Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

a3l g3
L QA

Ditulis
Ditulis

zawi al-Furud

ahl as-Sunnah

Xi




J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya.

Contoh:
:’j}ﬁ\ 48 J )—1\ ) Jlhaa )y e Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

PEN A Ces Sl 4 oo
G Cplan yall 5 LW Gyl e 23l g 33all 5 cpalall oy 4 el

2y Wl cpraad ddlaal gall de g aaaa BY ga
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugrah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan
Yang Maha Esa, maka perlu dilindungi dengan penuh tanggung jawab karena
di dalam diri mereka terkandung nilai-nilai kemanusiaan, kehormatan, serta
hak-hak yang wajib dihormati. Hak-hak dasar anak merupakan bagian tak
terpisahkan dari hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Negara
Republik Indonesia tahun 1945 serta Konvensi PBB mengenai Hak-Hak
Anak. Di dalam Pasal 22 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Artinya pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk
memenuhi dan mewujudkan kesejahterhan bagi anak. Sebagaimana mestinya
yang tercantum dalam UU No 35 Tahun-2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang
berbunyi:

“Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-
cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus

sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang
mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”



Pada umumnya, masyarakat memahami anak adalah sebuah ikatan
keluarga antara ayah dan ibu.! Disebut seorang anak ialah seseorang yang
belum mencapai usia 18 tahun terhitung sejak didalam kandungan. Berbeda
dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang pemeliharaan anak terdapat
pada pasal 98 ayat 1 dijelaskan batas usia dewasa seseorang bahwa, dikatakan
baligh atau dewasa yaitu mencapai batas 21 tahun, sepanjang anak itu belum

pernah melaksanakan perkawin atau tidak juga cacat fisik.

Di agama Islam yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian khusus
terhadap seorang anak, mulai dari anak dalam kandungan hingga dewasa.
Kewajiban dari menyusui (radha’ah), mengasuh (hadhanah), hingga
memberikan nafkah yang halal serta melindungi dari intimidasi. Semua
dilakukan untuk pemenuhan hak-hak seorang anak. Di dalam Islam, anak
merupakan perhiasan kehidupan dunia yang harus dijaga serta disayang

sebaik-baiknya. Qs. Al-Kahfi (18): 46.

Memperhatikan anak merupakan tanggung jawab besar, yang
melibatkan tidak hanya orang tua tetapi juga pemerintah atau masyarakat
secara keseluruhan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas untuk

pertumbuhan dan pendidikan anak. Upaya menjaga hak-hak anak sebagai

Y Kamus Umum Bahasa Indonesia, WIS. Poerdarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992),
hlm. 38-39.
2 Al-Kahfi (18): 46.



individu dan bagian dari masyarakat ternyata masih mengkhawatirkan. Hal
ini terlihat dalam situasi di mana anak-anak dieksploitasi baik secara ekonomi
maupun seksual. Sistem perlindungan anak juga masih menunjukkan
ketidakseimbangan antara undang-undang perlindungan anak yang ada
dengan pelaksanaannya, karena belum sepenuhnya terintegrasi dengan
norma-norma hukum dan masih ada kekurangan dalam penegakan hukum

terkait anak.3

Besarnya persoalan perkembangan jumlah penduduk di perkotaan besar
di Indonesia saat ini berlangsung dengan kecepatan yang signifikan, sehingga
muncul sejumlah permasalahan yang juga memiliki dimensi yang cukup
besar. Permasalahan ini meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, politik,
budaya, dan sejenisnya. Salah satu isu sosial yang sering ditemui di kota-kota
besar adalah fenomena anak terlantar, dimana negara pada hakikatnya
memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan merawat kelangsungan hidup
mereka, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk merawat
fakir miskin dan anak-anak terlantar.®,Di dalam-undang-undang tersebut
menjelaskan tentang hak warga negara untuk mendapatkan jaminan yang

layak.

8 Muhammad Joni dan Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif
Konfensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him. 5.
4 Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 247.



Anak yang terlantar dalam konteks ini merujuk kepada individu yang
umumnya dikenal sebagai anak jalanan. Sesuai dengan pandangan
Sandyawan, anak jalanan dapat di artikan sebagai individu yang berusia
paling banyak 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan sebagian besar
waktu mereka di lingkungan jalanan.® Keberadaan anak jalanan menjadi
indikator bahwa masih ada orang tua yang tidak mampu melaksanakan
tanggung jawab dan peran mereka secara layak, sehingga menyebabkan anak-
anak menjadi rentan terhadap perdagangan manusia, bahkan beberapa di
antaranya menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua mereka
sendiri. Orang tua memang wajib memberikan hak untuk memenuhi tanggung
jawab atas kebutuhan anaknya, akan tetapi masyarakat juga harus ikut andil
dalam memberikan kesejahterahan bagi anak. Dalam upaya untuk

meminimalisir adanya anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.®

Sebagai pemimpin, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
memastikan perlindungan kehidupan anak, seperti yang diungkapkan oleh
Arif Gosita. . Anak-anak perlu-diberikan perlindungan agar mereka tidak
menjadi (sasaran dari tindakan oleh pihak-manapun, baik itu individu,
kelompok, organisasi swasta, maupun instansi pemerintah.’

Perlindungan terhadap anak memiliki relevansi yang besar untuk anak-

anak yang terlantar, yang mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan

® Rosdalina, “Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan”, Igra’,
Vol.4 (Desember 2007), hlm. 71.

6 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 7.

" Maidin gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2.



dari segi kesejahteraan sosial mereka. Pola kehidupan mereka cenderung
berlangsung dalam kondisi yang penuh keterbatasan, sering terkumpul di
daerah-daerah yang tertinggal dan berisiko tinggi seperti bawah jembatan,
tepi sungai, lokasi pembuangan sampah, bahkan ada yang berbagi tempat

tidur dengan keluarga mereka di gerobak sampah.®

Fenomena peningkatan jumlah anak-anak terlantar di Daerah Istimewa
Yogyakarta mencerminkan kompleksitas tantangan sosial. Hidup sebagai
anak terlantar tidaklah sesuatu yang diinginkan, karena situasinya sering kali
tidak menawarkan jaminan masa depan yang pasti. Dampaknya dapat
melibatkan masalah yang meresahkan, yang merambat ke dalam lingkungan
keluarga, masyarakat, bahkan negara. Sayangnya, perhatian terhadap nasib
anak-anak terlantar tampaknya masih terbatas, meskipun seharusnya kita
menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita sendiri. Mereka adalah
amanah Tuhan yang memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak
mereka.® Tercatat banyaknya kasus anak terlantar di wilayah DIY pada tahun
2022-2023 tersebut menghadapi situasi sulit, entah karena perlakuan tidak
baik dan pengabaian-dari,orang tua.atau keluarga mereka, atau karena mereka
kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga mereka. Data anak terlantar

dari Pemerintah Daerah DIY sejumlah:*°

8 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Panduan Praktis Pendampingan dalam
Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, hlm. 1.

® Luki Natika,” Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus
di Dinas Sosial Kabupaten Subang)”, Jurnal Faculty of Administrative Sciences, Vol. 4:1 (Juni
2022), hlm. 55.

©https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/21-sosial?bidang_urusan=1
diakses pada tanggal 15 Agustus 2023. Pukul 00.44 WIB.



https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/21-sosial?bidang_urusan=1

Elemen Tahun Satuan | Sifat Data

2022 2023
AnakTerlantar | 5.200 5.128 Orang | Tahunan
Laki-laki 2.741 2.700 Orang | Tahunan
Perempuan 2.459 2.428 Orang | Tahunan

Tingkat pertumbahan jumlah anak terlantar dari akhir tahun 2022
hingga 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kebijakan
pemerintah daerah pada Perda No 2 Tahun 2018 tentang penyelengaraan
perlindungan anak, yang mengharuskan di sekitar jalan-jalan perkotaan di
DIY harus bersih dari anak jalanan.!* Karena di satu sisi dapat berdampak
buruk terhadap tata tertib, kebersihan, keamanan, dan keindahan kota.
Mereka juga sering kali terlibat dalam perilaku yang tidak pantas, seperti
menggunakan bahasa kasar dan mengganggu ketertiban di jalan. Contohnya,
memaksa pengemudi kendaraan untuk memberikan sejumlah uang meskipun

jumlahnya tidak signifikan.

Mengamati berbagai situasi yang dihadapi oleh anak-anak terlantar,
maka Pemerintah DIY, terutama melalui Dinas Sosial mengimplementasikan
program pengembangan anak-anak terlantar. Melalui program konkret ini,
akan dibentuk kebijakan inti untuk mengatasi permasalahan anak-anak
terlantar. sesuai dengan tugasnya Dinas Sosial DIY yang dijelaskan

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2022 tentang kedudukan,

Uhttps://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Perda-No-2-Tahun-2018-

Tentang-Penyelenggaraan-Pelindungan-anak.pdf diakses pada tanggal 15 Agustus 2023. Pukul
00.55 WIB.



https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Perda-No-2-Tahun-2018-Tentang-Penyelenggaraan-Pelindungan-anak.pdf
https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Perda-No-2-Tahun-2018-Tentang-Penyelenggaraan-Pelindungan-anak.pdf

susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas sosial, di bab III pasal 4
dan 5. Dokumen ini juga mencakup tanggung jawab pembinaan dan
pelaksanaan aktivitas di sektor sosial, termasuk di dalamnya upaya

pembinaan terhadap anak-anak terlantar.'?

Individu muda yang tidak memiliki dukungan dan ditemukan di jalan-
jalan akan menjalani program pemulihan di BRSPA (Balai Rehabilitasi Sosial
dan Pengasuhan Anak). Akan tetapi, langkah-langkah yang telah ditetapkan
harus diikuti, yang meliputi pencatatan resmi anak tersebut di Dinas Sosial.
Sesuai dengan ketetapan dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017
tentang implementasi pengasuhan anak, pada pasal 2 dijelaskan bahwa hal
yang harus dipenuhi adalah pemberian pelayanan dasar dan pemenuhan
kebutuhan setiap anak terkait dengan perasaan kasih sayang, ikatan
emosional, faktor keamanan, kesejahteraan, serta hak-hak sipil yang dimiliki
oleh anak; dan juga harus dijamin bahwa setiap anak menerima pengasuhan

yang memadai sesuai dengan standar yang sesuai.*®

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum

guna melindungi anak-anak Indonesia, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 20, pasal 20A ayat (1),
pasal 21, pasal 28B ayat (2), pasal 34.9

2. UU. No 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

12 https://jdihn.go.id/search/daerah/detail/1167971 diakses pada tanggal 1 September 2023.
Pukul 21.28 WIB.

Bhttps://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51737/pp-no-44-tahun-2017  diakses pada
tanggal 1 September 2023. Pukul 21.38 WIB.



https://jdihn.go.id/search/daerah/detail/1167971
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51737/pp-no-44-tahun-2017

3. UU. No 7 Tahun 1984, tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan.

4. UU. No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.

5. UU. No 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat.

6. UU. No 20 Tahun 1999, tentang Pengesahan Konvensi ILO
Convention (mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja).

7. UU. No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).*

8. UU. No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

9. Kepres R.I. No 59 tahun 2002, (R.A.N. Penghapusan Bentuk-Bentuk
Terburuk Pekerja Anak)

10. Kepres R.l. No 88 Tahun 1999, (R.A.N. Penghapusan Perdagangan
Perempuan dan Anak).'

Berbagai Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu
dengan mengeluarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan
undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam
undang undang nomor 35 tahun 2014 mendefinisikan tentang pemenuhan atas
hak hak-anak mulai dari kescjahterahan, perlindungan-dari kekerasan serta
intimidasi,pendidikan,kesehatan hingga dapat tumbuh dan berkembang tanpa
suatu halangan apapun.?® Diharapkan bisa berpartisipasi dalam memajukan

bangsa Indonesia di kancah internasional, serta menjunjung tinggi citra nama

14 Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 118.

15 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, cet ke-1(Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 13.

®Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Bandung:
Fokusmedia, 2014), hlm. 5.



baik bangsa Indonesia. lalah suatu cita-cita anak bangsa yang harus didukung

dengan cara memenuhi semua hak kesejahterahan anak.

Begitu juga dengan Islam, seorang anak adalah asset berharga bagi
kedua orang tua. Mereka membawa nasab serta menjunjung tinggi harkat dan
martabat nama keluarga. Bicara mengenai perlindungan anak, agama Islam
mengisyaratkan untuk tidak menelantarkan anak sehingga anak menjadi

generasi yang lemah. Qs. An-Nisa (4): 9. Firman Allah Swt:

o

idgas 35 1533ads 1,50 Sl his s 58 s 1l 585 o 30t

Ayat diatas menjelaskan “Bahwa hendaknya orangtua tidak menyia-
nyiakan dan bertanggung jawab penuh atas anak yang dikaruniakan oleh
Allah SWT?”. Hak-hak dan kewajiban anak adalah tanggung jawab orang tua,
mulai dari lahir hingga dewasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun
rohani sang anak. Islam bukan hanya tentang mematuhi peraturan hukum,
melainkan juga tentang menjaga integritas moral. Ini berarti bahwa upaya
untuk mengatasi masalah anak jalananitidak hanya bergantung pada sistem
hukum, _tetapi juga ditujukan kepada masyarakat dengan nilai-nilai

kemanusiaan sebagai pijakan utama.

Ajaran Islam menegaskan dua prinsip dasar dalam kaitannya dengan isu

anak-anak. Yang pertama adalah mengenai posisi dan hak-hak mereka.

17 An-Nisa (4): 9.



Kedua, hal ini juga mencakup perhatian dan upaya untuk melindungi serta

mendukung perkembangan anak-anak.

Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang belum
sepenuhnya mendapatkan hak kesejahteraan sosial. Hal ini terjadi karena
beberapa orang tua tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan anak-anak mereka. Ketika hak-
hak anak dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial tidak terpenuhi, dampaknya

bisa menyebabkan anak-anak terlantar.

Terlebih lagi, ketika mereka tidak dilindungi dari kekerasan dan
eksploitasi anak, banyak di antara mereka yang terjebak dalam kondisi yang
sulit dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang
memadai. Di sisi lain, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang

memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penelantaran anak masih
banyak ditemukan seperti' di Daerah Istimewa: Yogyakarta (DIY). Maka
penyusun tertarik wuntuk membahas’ lebih jauh “mengenai bagaimana
Perlindungan-Hukum Terhadap" Anak Terlantar "Prespektif Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kota Yogyakarta).

10



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari
jawabannya melalui penelitian dan sesuai dengan judul penelitian.®
Berdasarkan Paparan latar belakang masalah tersebut. Penelitian ini dibatasi
dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak terlantar di Daerah Istimewa
Yogyakarta dilihat dari prespektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang perlindungan anak
terlantar antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah operasionalisasi rumusan masalah menjadi
penjelasan konkret tentang data yang dicari dalam penelitian yang berupa
pernyataan tentang fakta yang dapat diamati atau diukur.*® Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Untuk‘mengetahui perlindungan-anak terlantar di Daerah Istimewa

Yogyakarta dilihat dari prespektif Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014.

18 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan
Skripsi, (Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018), hlm. 3.
19 Ibid., hlm. 3.
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2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang perlindungan
anak terlantar antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 di Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Kegunaan penelitian merupakan Abstraksi temuan penelitian yang
diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan (teoritis)
maupun masyarakat secara umum (praktis).? Dinamakan praktis karena hasil
penelitian tersebut bersifat pragmatis sehingga dapat dimanfaatkan oleh
pihaklain. Dinamakan teoritis karena hasil penelitian tersebut menambah
khazanah ilmiah dan atau sebagai bahan kajian lebih lanjut.?* Seperti halnya

penelitian-penelitian lain,adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Harapannya adalah dapat memberikan kontribusi berharga dalam
ranah ilmu pengetahuan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah yang sejalan.dengan prinsip-prinsip Hukum
Perlindungan Anak.

2. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dari
berbagai pihak terhadap . masalah, kesejahteraan anak jalanan,
dengan harapan bahwa ini akan mengarah pada upaya yang lebih
besar dalam memastikan kehidupan yang aman dan terjamin bagi

generasi mendatang yang merupakan penerus bangsa.

20 Ibid., hlm. 3.
2L Sofyan A.P Kau, Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan
Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 145.
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D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian dari hasil penelitian atau karya
kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis,
atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.
Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah
dilakukanterhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan
penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan
dilakukan.? Sehingga, penelitian yang nantinya akan dilakukan bisa terbebas

dari plagiat.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rosyadi dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Positif” penelitian in1 membahas mengenai kajian hukum Islam
dan hukum positifterhadap fenomena sosial yang terjadi tentang penelantaran
anak dan' bagaimana perlindungan yang ‘harus diberikan oleh orangtua,
keluarga,masyarakat, Negara dan pemerintah serta siapa saja yang harus
bertanggung jawab dalam pemenuhan hak "dan bertanggung jawab dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti

pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dan penulis

22 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan
Skripsi....hlm. 3-4.
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melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan
dengan objek kajian. Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan
adalah penekanan yang lebih kuat pada konsep perlindungan anak jalanan
sesuai dengan kerangka kerja yang diatur oleh pemerintah negara melalui
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.?

Kedua, Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Mujiburrohman yang
berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Dalam
Prespektif Hukum Islam.” Di dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan
hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak jalanan di Indonesia. Skripsi
ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan di
Indonesia pada hakikatnya menurut hukum Islam sudah didasari oleh prinsip-
prinsip ideal Islam yang sudah tertera dalam nash Al-Qur’an, dan sudah
sejalan dengan jawaban Islam dari kaca mata figh yang menitikberatkan pada
pencegahan terhadap kehancuran, dan mengutamakan keadilan dan
kemaslahatan. Adapun perbedaan. dengan penelitian.ini_adalah adanya
perbandingan hukum “dalam™ konsep "perlindungan anak, yaitu Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan hukum Islam.?

Ketiga, Skirpsi yang ditulis oleh Andi Resky Firadika yang berjudul

“Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD

23 Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif

Hukum Islam Dan Positif,” Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta (2016).

24 Mujiburrohman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Dalam

Prespektif Hukum Islam,” Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2009).
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Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)” di dalam skripsi
ini berfokus pada pokok masalah bagaimana efektivitas penanganan anak
terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa berdasarkan Pasal 34 UUD
Tahun 1945. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan
penelitian yang dilakukan yuridis normatif (hukum positif) dan yuridis
sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial
Kabupaten Gowa, dan masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Gowa. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar dapat
disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari
keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Adapun perbedaan dalam
skripsi tersebut ialah menggunakan 34 UUD Tahun 1945 sedangkan penulis
menggunakan UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan pembaruan UU No. 23
tahun 2002 dan skripsi tersebut tidak menggunakan hukum Islam sebagai

perbandingannya.®

Keempat, Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dian Prayoso yang
berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua
Kandung (StudiDi Poelda.Sumatera,Utara)”” dalam-skripsi tersebut mnjelaskan
tentang bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung, untuk mengetahui
sanksi pidana penelantaran anak oleh orang tua kandung serta untuk
mengetahui hambatan atau upaya dalam menyelesaikan kekerasan

penelantaran terhadap anak yang di bawah umur. Hasil penelitian yang

% Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal
34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa),” Skripsi mahasiswa Fakultas
Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017).
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dilakukan bahwa bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung yaitu
berupa tindakan membiarkan dan meninggalkan anaknya yang memiliki
keterbelakangan mental di suatu rumah kontrakan selama 4 hari. Sanksi
pidana yang dapat diterapkan penelantaran terhadap anak oleh orang tua
kandung yaitu Pasal 304, 307, 309 KUHP dan dapat juga menggunakan
sanksi pidana Pasal 76B Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Adapun perbedaan dari skripsi ini yaitu tidak
menggunakan hukum Islam sebagai komparasi atau perbandingan untuk
menelaah kajian tersebut. Yang dimana penulis menggunakan UU No 35

Tahun 2014 dan Hukum Islam sebagai kajian yang akan diteliti.?

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Lati Gumilang Khayat Saputra yang
berjudul “Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU No
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)” dalam skripsi tersebut
membahas mengenai tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya,
baik hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
menelantarkan anak tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak
baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak
yang dimiliki oleh anak tesebut. Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku
penelantaran anak menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

% Dian Prayoso, “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua
Kandung (Studi Di Polda Sumatera Utara),” Skripsi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2018).
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Peneliti menemukan perbedaan yaitu dimana gumilang menggunakan
UU No 23 Tahhun 2002 tentang perlindugan anak sedangkan peneliti
menggunakan UU No 35 tahun 2014 atas pembaruan perubahan UU No 23
Tahun 2002. Skripsi yang dituis oleh gumilang lebih menekankan aspek

sanksi terhadap pelaku penelantaran anak.?’

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan
penelitian terdahulu, terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Yang
mana penulis menggunakan penelitian lapangan untuk mencari data yang
dibutuhkan, dengan cara mewawancarai Kepala Seksi Dinas Sosial,
Penyandang Disabilitas dan Rehab Sosial Anak Dinsos DIY. Serta

mewawancarai Pembina anak terlantar di BRSPA DIY.

E. Kerangka Teoritik

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya
dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan
generalisasi-generalisasi hasil' ‘penelitian “yang-dapat dijadikan sebagai
landasan.‘teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori itu sendiri adalah
seperangkat kenstruk, efinisi, dan proposist yang berfungsi untuk melihat
fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variable,

sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

2" Lati Gumilang Khayat Saputra, “Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam
Dan Uu No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),” Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabet, 2011),
hlm. 52.
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1. Teori Maqasid Asy-Syari’ah

Dalam bahasa maghasid merupakan jama’ dari kata maghasid yang
mempunyai arti kesulitan yang dituju atau yang dimaksud. Maghasid sendiri
berasal dari kata gashada, yagshidu, gashdan, gashidun yang mempunyai arti
keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja, dalam kamus arab-
indonesia.?® Jadi makna magashid diartikan sebagai menyengaja atau tujuan.

Kata dari syariah adalah mashdar dari kata syar’i yang artinya sesuatu
yang dibuka untuk mengambil yang didalam, dan syari’ah adalah tempat yang
didatangi oleh manusia dan hewan untuk minum air. Inti kata dari Magasid
Asy-Syari’ah adalah kemaslahatan. Namun kemaslahatan itu berproses
melalui analisis Maqgasid Asy-Syari’ah tidak hanya dilihat dari teknis semata,
namun juga harus mengikuti perkembangan zaman dan dilihat sebagai
filosofi serta hukum-hukum yang diisyaratkan Tuhan terhadap manusia.3°

Dapat.disimpulkan bahwasanya dari.definisi-definisi.diatas, inti dari
Maqasid Asy-Syari’ah adalah Upaya untuk menegakkan maslahah sebagai

unsur pokok tujuan hukum.3!

2 Yunus Mahmud, “Kamus Arab-Indonesia” (Jakarta; PT Mahmud Yunus Wadzuryah,

1990), him. 243.

%0 Barkri, Konsep Magashid syariah menurut Al-Syatibi, (Jakarta; PT Raja Grafindo,1996),

hlm. 66.

31 Sri Wahyuni, “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy

Syatibi, Dan Ibnu Khaldun,” Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 10:1 (Juni 2022), hlm.

119
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Menurut pendapat Imam As-Syatibi mengkatagorikan Magasid Asy-
Syari’ah menjadi tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh
manusia yakni mashalih daruri (kepentingan primer), haaji (kepentingan
sekunder), dan tahsini (tersier).3? Terdapat penjelasan dan pembagian yang
meliputi:

a. Dharuriyyat

Merupakan tingkat kebutuhan yang paling penting untuk dipenubhi,
karena jika tidak terpenuhi kebutuhan primernya maka akan mengancam
keselamatan umat manusia. Tujuan-tujuan dharuriyyat ini menyelamatkan
lima hal pokok yaitu:

1. Memelihara agama (hifz al-din)
2. Memelihara jiwa (hifz al-nasf)

3. Memelihara aqgal (hifz al-agl)

4. Memelihara keturunan (hifz nasl)
5. Memelihara harta (hifz al-mal)

b. Hajiyyat

Merupakan  Kkebbutuhan-kebutuhan = sekunder, ~dimana jika tidak
terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan
mengalami kesulitan dan kesukaran. Akan tetapi tidak sampai ketingkat

menyebabkan kepunahan atau sama Sekai tidak berdaya.

32 Abd. Halim, “Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah,” Al-Mazahib: Jurnal
Perbandingan Hukum, Vol. 7:1, (Desember 2019), him. 98.
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c. Tahsiniyyat

Merupakan kebutuhan tersier semua keperluan dan perlindungan yang
diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman, mudah dan
lebih mudah, lapang dan lebih lapang, dan begitu seterusnya. Dengan kata
lain keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka lebih mudah,
nyaman serta lapang dalam menjalani keseharianya.33

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat
langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara
fisik atau psikis.®* Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat
keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.*
Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak ‘dan ‘hak-haknya. agar -dapat hidup, tumbuh, " berkembang, dan
berpartisipasi,—secara optimal sesuai dengan- harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi’.%¢

33 Al- Yasa’ Abubakar, Metode Islahiah Pemanfaatan [lmu Pengetahuan Dalam UshulFiqih,
(Banda Aceh: Cv. Diandara Primamitra Media, 2012), hlm. 39-40.
34 Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.
27.
% Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), hlm. 98.
3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)
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Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha
melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan
hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam
peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang
menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan
atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan
dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami
hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani
maupun sosial.*

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas)
tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,
dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan "atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan
kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Non diskriminatif,
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.s®

hlm. 8

37 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak. (Bandung: Refika Aditama, 2008),

3 Lysa Angrayni,” Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan

Hukum Pidana Di Indonesia,” Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.15 (1 Juni 2015), hlm. 55.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah
penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan,
Teknikpengumpulandata dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.®

Berikut metode penelitian yang digunakan penulis:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch),
sebab dalam penyelidikan penelitian ini mendalam (Indepth Study) terkait
unit sosial yang sedemikian rupa, penelitian tersebut dilakukan di kalangan
kehidupan yang sesungguhnya, maka dapat menghasilkan suatu gambaran
yang terorganisir dengan baik serta lengkap dalam menangani unit sosial
tersebut.** Tujuan dari penelitian lapangan sebagai pemecah masalah-

masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.*!

Dalam melakukan penelitian, penulis akan mencari dan mewawancarai
di Balai Rehabilitasi ‘Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Yogyakarta dan
Dinas Sesial serta anak terlantar, dengan menggunakan metode kualitatif.
Metode penelitian ini yang dapat menunjang peneliti dalam memperoleh

jawaban terhadap masalah suatu gejala, fakta dan realita yang dihadapi,

39 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan
Skripsi....hlm.3-4.

40 Saifudin Azwar, Pengantar Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 56.

41 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: Penerbit Alumni,
1983), hlm. 27.
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sekaligus memaparkan penjelasan dan substansi yang baru terhadap masalah

yang timbul setelah melakukan Analisa data yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif dimana
nantinya penulis akan mencoba memberikan gambaran secara faktual dan
sistematis kemudian dianalisa untuk mengetahui lebih rinci terkait
perlindungan anak terlantar dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif
kemudian dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari
hasil penelitian tersebut.
3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pekerja Sosial di Balai Rehabilitas
Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) dan Dinas Sosial yang berada di DI'Y
Yogyakarta serta anak terlantar di BRSPA. Sedangkan objeknya adalah
bagaimana cara memberikan perlindungan kepada anak terlantar dalam
prespektif hukum Islam dan hukum positif.
4./ Pendekatan Renelitian

Pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan
masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret
situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan
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cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan
data yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dimana nantinya
akan ada satu narasumber dari Dinas Sosial sebagai Kepala Seksi Rehabilitas
Sosial dan satu dari BRSPA sebagai Pembina anak terlantar dan satu lagi dari
anak terlantar di BRSPA, yang nantinya akan diwawancarai mengenai
perlindungan anak terlantar untuk memperoleh data primer. Kemudian,
nantinya didukung dengan teknik dokumentasi sebagai sumber data sekunder
yang dalam pelaksanaannya penulis mengumpulkan data-data berupa
dokumen tertulis baik itu dari observasi, wawancara, dokumentasi, buku-
buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
6. Teknik Analisis Data

Hasil dari data penelitian yang akan disajikan oleh penulis dalam
bentuk pendekatan  metode  deskriptif-komparatif. . Data-data tersebut
kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan menggunakan teori
magqasid asy-syari’ah dan perlindungan anak, sehingga penulis memperoleh
kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tentang perlindungan anak terlantar
prespektif hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dengan
sejelas jelasnya dan menemukan persamaan dan perbedaan dalam suatu hal

yang diperbandingkan.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka
penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dan melalui tiga tahap,
yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari
bab-bab dan di dalam bab terdapat sub bab.

Bab Pertama, berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Menjelaskan tentang Teori Magasid Asy-Syari’ah dan
Perlindungan Anak. Serta pengertian dan juga tinjauan umum tentang teori
tersebut.

Bab Ketiga, perlindungan anak jalanan menurut Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, yang meliputi tugas dan kewajiban
orang tua kepada anak, hak-hak anak, penanganan dan pemeliharaan anak
jalanan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.

Bab Keempat, Analisa perlindungan anak jalanan menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun.2014, dan meliputi persamaan
dan perbedaan perlindungan anak jalanan menurut Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran kemudian daftar pustaka sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya

dan lampiran-lampiran.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Terlantar Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kota Y ogyakarta)
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam memelihara kehidupan (al-nafs) anak terlantar
merupakan suatu kewajiban bagi kedua orangtua maupun negara.
Terdapat dalam Qs.Al-Maidah (5): 32 dan dalam Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang penelantaran anak pasal 20 yang
berbunyi: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelengaraan perlindungan anak

2. Merujuk pada ‘teori maghasid syariah-dan iteori perlindungan anak
BRSPA sudah mengaplikasikan nilai-nilai (al-dharuriyat-al-khams)
yaitu memelihara dan menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, maupun
akal. Sebagaimana mestinya agama Islam melarang menelantarkan
anak diantaranya karena anak adalah penerus dari orangtuanya terutama
dalam menjaga keturunan keluarga supaya tidak punah dan anak juga
harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa
depan. Pelayanan sosial di dalam balai dilakukan dengan pengasuhan

jangka panjang. Balai Rehabilitas Sosial dan Penaungan Anak
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mempunyai kebijakan terkait dengan pengasuhan jangka panjang
sampai dengan umur 18 tahun, tetapi jika keluarga sudah kondusif dan
siap melakukan pengasuhan kembali maka akan dikembalikan kepada
keluarga sesuai dengan perjanjian pengasuhan ketika penerimaan anak
asuh. Pemenuhan pelayanan mencakupi pemenuhan kebutuhan dasar,
pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan,
bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan spiritual, bimbingan
minat dan bakat, pelayanan penelusuran keluarga, serta pelayanan

reunifikasi.

B. Saran

1. Menangani permasalahan anak terlantar Kementrian Sosial Republik
Indonesia harus lebih baik lagi dalam penangananya. Karena masih
banyak anak terlantar yang masih berkeliaran di jalanan. Solusi dari
masalah tersebut ialah memberikan fasilitas dan rumah singgah di setiap
daerah, dan juga memberikan pelatihan khusus untuk mengingkatkan skill
maupun kemampuan dasar yang lainnya.

2. Memberikan ' pedidikan gratis disetiap daerah agar anak yang kurang
mampu atau anak terlantar dapat melanjutkan pendidikanya sampai ke
perguruan tinggi. Karena pendidikan merupakan suatu dasar untuk seorang
anak menjadikan dirinya lebih berwawasan dan berguna bagi masyarakat.

3. Terkhusus masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap anak-anak

yang masih berkeliaran dilajanan. Sebab tanpa bantuan dari masyarakat
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